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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

 

 Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Lombok Tengah  yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 

Neraca,Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 

2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. 

 Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang 

memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi  keuangan dan catatan atas 

laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 
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Pembina Utama Muda (IVc) 
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

       SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

       LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN DAERAH 

       
 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

       PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 

 Urusan Pemerintahan      

 Bidang Pemerintahan      

 Unit Organisasi      

Kode 
Rekenin

g 
URAIAN 

 
ANGGARAN 

REALISASI 
2022 

% REALISASI 2021 

1 

2 3 4 
5 = (4 
/ 3) * 
100 

6 

4   
PENDAPATAN DAERAH 
  

        

4 . 1     PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         

4 . 1 . 01       
Pendapatan Pajak Daerah 
  

        

4 . 1 . 02       
Retribusi Daerah 
  

        

4 . 1 .0 3       
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

        

4 . 1 . 04       
Lain-lain PAD yang Sah 
  

      1.751.070,00 

        Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0 0   
            
1.751.070,00  

        JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0 0   
            
1.751.070,00  

5   BELANJA DAERAH   9.577.479.868,00 9.238.367.023,00 96,46 9.016.364.591,00 

5 . 1     
BELANJA OPERASI 
  

9.523.579.868,00 9.184.467.023,00 96,44 8.999.552.441,00 

5 . 1 .0 1       
Belanja Pegawai 
  

7.161.697.071,00 6.885.525.645,00 96,14 6.866.989.385,00 

5 . 1 . 02       
Belanja Barang dan Jasa 
  

2.361.882.797,00 2.298.941.378,00 97,34 2.132.563.056,00 

        Jumlah Belanja Operasi 9.523.579.868,00 9.184.467.023,00 96,44 8.999.552.441,00 

5 . 2     
BELANJA MODAL 
  

53.900.000,00 53.900.000,00 
100,0
0 

16.812.150,00 

5 . 2 . 01       
Belanja Modal Tanah 
  

        

5 . 2 . 02        Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.900.000,00 53.900.000,00 
100,0
0 

16.812.150,00 

5 . 2 . 03        Belanja Modal Gedung dan Bangunan         

5 . 2 . 04       Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan         

5 . 2 . 05       Belanja Modal Aset Tetap Lainnya         

5 . 2 . 06       Belanja Modal Aset Lainnya         

        Jumlah Belanja Modal 53.900.000,00 53.900.000,00 
100,0
0 

16.812.150,00 

        
JUMLAH BELANJA 
  

9.577.479.868,00 9.238.367.023,00 96,46 9.016.364.591,00 

                          

        
SURPLUS/DEFISIT 
  

-9.577.479.868,00 -9.238.367.023,00 96,46 -9.014.613.521,00 

         
 

   

          Praya, 3 Januari 2023 

          KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

             

             

             

          Drs. LALU RINJANI, M.Si 

          NIP. 197003171989031001 



 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 

  

                                SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   

                              LAPORAN OPERASIONAL   

                                PER  31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021   

AKUN 
AKRUAL 

  

URAIAN 
  

SATPOL PP 

SALDO 2022 SALDO 2021 
KENAIKAN  
/(PENURU

NAN) 
(%) 

              

  KEGIATAN OPERASIONAL         

4 PENDAPATAN DAERAH-LO 0 1751070 0 0 

4.1   PENDAPATAN ASLI DAERAH 
(PAD) 

0 0 0 0 

4.1.1     Pendapatan Pajak Daerah 0       

4.1.2     Retribusi Daerah 0       

4.1.3     Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

0       

4.1.4     Lain-lain PAD yang Sah 0       

4.2   PENDAPATAN TRANSFER-LO 0 0 0 0 

4.2.1     Pendapatan Transfer Pemerintah 
Pusat 

0       

      Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 0       

4.2.2     Pendapatan Transfer Antar Daerah 0       

4.3   LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH-LO 

0 1751070 0 0 

4.3.1     Pendapatan Hibah 0       

4.3.3     Lain-lain Pendapatan Sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan 

0 1751070     

  JUMLAH PENDAPATAN 0 1751070 0 0 

5 BEBAN DAERAH         

5.1   BEBAN OPERASI    9.707.191.259,00     9.427.052.968,08  0 0 

5.1.1     Beban Pegawai       7.066.821.342,00        6.864.416.928,00      

5.1.2     Beban Barang dan Jasa       2.299.919.638,00        2.135.165.477,00      

5.1.3     Beban Bunga 0       

5.1.5     Beban Hibah 0       

5.1.6     Beban Bantuan Sosial 0       

      Beban Penyisihan   0   

      Beban Lain-lain  0 

      Beban Penyusutan dan Amortisas            340450279 427.470.563,08            

      Beban Transfer/Beban Bantuan Keuangan  0 

      Beban Tak Terduga  0 

  JUMLAH BEBAN    9.707.191.259,00     9.427.052.968,08  0 0 

  SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI -  9.707.191.259,00  -  9.425.301.898,08  0 0 

      SURPLUS/DEFISIT NON 
OPERASIONAL 

        

        SURPLUS  NON 
OPERASIONAL 

0 

            

        DEFISIT NON 
OPERASIONAL 

0 

            

  JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI 
KEGIATAN NON OPERASIONAL 

0 0 0 0 

  SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR 
BIASA 

-  9.707.191.259,00  -  9.425.301.898,08  0 0 

              

      POS LUAR BIASA         

       Pendapatan luar biasa     

5.3.1.01.0
1 

     Beban Luar biasa     



 

  SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR 
BIASA 

0 0 0 0 

  SURPLUS/DEFISIT - LO -  9.707.191.259,00  -  9.425.301.898,08  0 0 

       

    
 

  

    Praya, 3 Januari 2023 

    KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

       

       

       

    Drs. LALU RINJANI, M.Si 

    NIP. 197003171989031001 

 

  



 

 
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 

      

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
      

N  E  R  A  C  A 
      

PER  31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021 
      

(Dalam Rupiah)       

NO URAIAN 2022 2021 
      

      

1 ASET 

            

2 ASET LANCAR             

3 Kas dan Setara Kas   

                                          -  

                                       

-        

4   Kas di Bendahara Penerimaan                                             -                                       -          

5   Kas di Bendahara Pengeluaran                                             -                                       -          

6   Kas di BLUD                                             -                                       -          

7   Setara Kas                                             -                                       -          

8   Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)                                             -                                       -          

9   Kas di Bendahara BOS                                             -                                       -          

10   Kas lainnya                                             -                                       -          

11 Piutang Pendapatan                                             -                                       -          

12   Piutang Pajak Daerah                                             -                                       -          

13   Piutang Retribusi Daerah                                             -                                       -          

14   Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan                                           -                                       -          

15   Piutang Lain-lain PAD                                             -                                       -          

16   Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya                                           -                                       -          

17   Penyisihan Piutang Pendapatan                                             -                                       -          

18 Piutang Lainnya 

  

        

                                          -  

                                       

-        

19 
  

Uang Muka Pekerjaan   
                                          -                                       -          

20   Piutang Lain-

lain Lainnya 

        

                                          -                                       -          

21   Penyisihan Piutang Lainnya                                             -                                       -          

22 Beban  Dibayar Dimuka                                             -                                       -          

23 Persediaan                                 778.638,00                                       -          

24 

  
  JUMLAH ASET LANCAR  

                         778.638,00  

                                       

-        

25                       

26 ASET TETAP           

27   Tanah                                           -                                       -          

28   Peralatan dan Mesin 

                3.997.795.150,03  

                  

3.943.895.150        

29   Gedung dan Bangunan 

                2.649.513.710,00  

                  

2.649.513.710        

30   Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

                       1.750.000,00  

                         

1.750.000        

31   Aset Tetap Lainnya                                           -                                       -          

32   Konstruksi Dalam Pengerjaan                                           -                                       -          

33   Akumulasi Penyusutan 

              (3.957.806.291,98) 

                

(3.617.356.013)       

34     JUMLAH ASET TETAP  

              2.691.252.568,05                2.977.802.847        

35               

36 ASET LAINNYA           

37   Kemitraan dengan Pihak Ketiga              

38   Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III                                           -                                       -          

39   Aset Tidak Berwujud             

40   Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud           

41   Aset Lain-lain                                             -                                       -          

42   Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain                                             -                                       -          

43   

  
JUMLAH ASET LAINNYA  

                                            -  

                                       

-        

44                       

45 JUMLAH ASET 
            2.692.031.206,05           2.977.802.847,05                                          -      

46                       

47 KEWAJIBAN           



 

48   Kewajiban Jangka Pendek           

49     Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                                           -                                       -          

50     Utang Bunga                                             -                                       -          

51   
  

Pendapatan 

Diterima Dimuka 

  

                                          -                                       -          

52   

  

Utang Belanja   

                   186.131.616,00  

                         

3.079.021        

53     Utang Transfer                                             -                                       -          

54   

  

Utang Jangka 

Pendek Lainnya 

  

                                          -                                       -          

55     JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                 186.131.616,00                        3.079.021        

56                       

57 JUMLAH KEWAJIBAN  

               186.131.616,00                        3.079.021        

58 EKUITAS                     

59     EKUITAS   

                2.505.899.590,05  

                  

2.974.723.826        

60             JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
            2.692.031.206,05           2.977.802.847,05        

              

 

      

              Praya, 3 Januari 2023       

              KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA       

              KABUPATEN LOMBOK TENGAH       

              

 
 
 
 
 
 
 

 

      

              Drs. LALU RINJANI, M.Si       

              NIP. 197003171989031001       

 

  



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

PER  1 DESEMBER 2022 dan 2021 

        

 
  
 

      

NO URAIAN 2022 2021 

        

1 EKUITAS AWAL 
                   2.974.723.826              

3.385.412.203,13  

2 SURPLUS/(DEFISIT)-LO 
                 (9.707.191.259)           

(9.425.301.898,08) 

3 

DAMPAK KUMULATIF 

PERUBAHAN 

KEBIJAKAN/KESALAHAN 

MENDASAR: 

                                      -                                         -    

  Koreksi Nilai Kas                                       -                                         -    

  Koreksi Nilai Piutang                                       -                                         -    

  Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka                                       -                                         -    

  Koreksi Nilai Persediaan                                       -                                         -    

  Koreksi Nilai Investasi                                       -                                         -    

  Koreksi Nilai Aset Tetap                                       -                                         -    

  Koreksi Nilai Aset Lainnya                                       -                                         -    

  Koreksi Nilai Kewajiban                                       -                                         -    

  R/K PPKD 
                 9.238.367.023,00                 

9.014.613.521,00  

4 EKUITAS AKHIR 
                 2.505.899.590,05                 

2.974.723.826,05  

        

    Praya, 3 Januari 2023  

    KEPALA SATUAN POLISI PAMONG 
PRAJA 

 

    KABUPATEN LOMBOK TENGAH  

      

      

      

    Drs. LALU RINJANI, M.Si  

    NIP. 197003171989031001  

 

  



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan  

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Lombok Tengah disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan 

atas Laporan Keuangan  (CALK) selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama 

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah 

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, 

dan membantu  menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai 

kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam 

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk 

kepentingan: 

(a) Akuntabilitas  

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.  

(b) Manajemen  

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan 

dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 

atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.  

(c) Transparansi  

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.  

 

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, 



 

realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas 

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber daya.  Pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok 

Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai 

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: 

a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan 

alokasinya telah sesuai dengan dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-

undangan.  

b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas 

pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.  

c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan 

mencukupi kebutuhan kasnya.  

d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan 

sumber-sumber penerimaannya.  

e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami 

kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.  

Komponen  laporan  keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah  terdiri dari : 

a) Laporan Realisasi Anggaran  

b) Neraca  

c) Laporan Operasional 

d) Laporan Perubahan Ekuitas 

e) Catatan Atas Laporan Keuangan  

Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya ekonomi yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam satu 

periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran untuk memberikan informasi tentang realisasi 

dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan 

tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif sesuai 

peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-

unsur sebagai berikut: 

a) Pendapatan  

b) Belanja  

c) Transfer  

d) Surplus/defisit  

e) Pembiayaan  

f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran  

 

Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, 

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset 



 

lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan 

jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban 

yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua 

belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar 

dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos 

berikut: 

a) Aset Lancar  

b) Aset Tetap  

c) Aset Lainnya  

d) Kewajiban Jangka Pendek  

e) Kewajiban Jangka Panjang  

f) Ekuitas 

Laporan Operasional 

 Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 

entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional 

sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan berikut: 

a) Pendapatan 

b) Beban 

Laporan Perubahan Ekuitas 

 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan selisih antara aset dan kewajiban Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah  dalkam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan 

Ekuitas sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan berikut: 

a) Ekuitas awal 

b) Surplus/Defisit-LO 

c) Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan 

d) Ekuitas akhir 

Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 menyajikan penjelasan penjelasan naratif, 

analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca. 

Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: 

a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target.  

b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar  

penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.  

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan  

Pelaporan  keuangan  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan  

berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  keuangan 

pemerintah daearh antara lain: 



 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan 

negara; (khususnya pasal 23 ayat 1 : Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud 

dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk untuk sebesar–besarnya kemakmuran 

rakyat.);  

b) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  

c) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

d) Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tetang Perbendaharaan Negara;  

e) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Negara;  

f) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara;  

g) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  

h) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah;  

i) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  

j) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;  

k) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;  

l) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  

m) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal;  

n) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  

o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah.  

p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 

37 Tahun 2013 mengenai Kebijakan Perjalanan Dinas. 

q) Peraturan Menteri Dakam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. 

r) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem 

Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

 

s) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

t) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. 

u) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Lombok Tengah. 



 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan  

Sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Catatan Atas 

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 

adalah sebagai berikut : 

Bab I.   Pendahuluan 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 

Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 

2.1.Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 

2.2.Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan  

Bab III.  Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD 

3.1.Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan SKPD 

3.1.1. Pendapatan  

3.1.2. Beban 

3.1.3. Belanja 

3.1.4. Aset 

3.1.5. Kewajiban 

3.1.6. Ekuitas 

3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan 

berbasis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, 

untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD 

Bab IV.  Penjabaran Atas Informasi Non Keuangan 

4.1. Gambaran Umum 

4.2. Tugas Pokok dan Fungsi 

4.3. Struktur Organisasi 

4.4.  Visi dan Misi 

Bab V.   Penutup 

Lampiran Tambah



 

BAB II 

 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 

 

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok 

Tengah secara fisik dan keuangan mencapai 96,46 % seperti dapat di lihat pada Laporan 

realisasi kemajuan fisik dan keuangan pelaksanaan APBD Tahun 2022 Kabupaten Lombok 

Tengah tahun Anggaran 2022 (terlampir). 

  

2.3. Hambatan  dan  Kendala  yang  ada  dalam  Pencapaian  Target  yang  telah Ditetapkan 

Pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat hambatan dan kendala berarti  dalam 

pelaksanaan kegiatan. Seperti diketahui pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Lombok Tengah mencapai 96,46 % dari target 100 % yang ditetapkan, adapun sisa 

3,54 % yang belum tercapai disebabkan karena adanya penghematan atau efisiensi Belanja 

Belanja Daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada Laporan Realisasi Kemajuan Fisik dan 

Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022. 



 

BAB III 

 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 

 

 

3.1. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD 

3.1.1. Pendapatan 

  Dari target pendapataan asli daerah tahun 2022 sebesar Rp. 0,-  dapat 

direalisasikan sebesar Rp. 0,-  Pendapatan tersebut terdiri dari: 

 

 

3.1.2 Beban 

 Beban yang menjadi tanggungan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp. 9.707.191.259,00 

perincian dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

No. Urut Uraian 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 

4 
Pendapatan-LRA 

   

4.1 Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)- LRA 
   

4.1.4 
Lain-lain PAD yang Sah-LRA 

                                 0  

Jumlah  
0,-  

No. Urut Uraian 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 

 
BEBAN 

 9.707.191.259,00  

 
Beban pegawai 

 7.066.821.342,00  

 
Beban Barang dan jasa 

 2.299.919.638,00  

 
Beban Bunga 

 0  

 
Beban Hibah 

 0  

 
Beban Bantuan Sosial 

 0  

 
Beban Lain-lain 

 0  

 
Beban penyusutan dan amortisasi 

 340.450.279,00  

Jumlah  9.707.191.259,00  



 

3.1.3. Belanja  

 Dari Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah yang 

tertuang dalam APBD 2022 sebesar Rp. 9.577.479.868,00 realisasinya sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp. 9.238.367.023,00 atau 96,46 % dengan sisa 

anggaran sebesar Rp. 339.112.845,00 Adapun perincian dari realisasi  belanja daerah 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

a) Belanja Operasi  

Realisasi belanja operasi per 31 Desember tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 

9.184.467.023,00 atau 96,44 % dari anggaran sebesar Rp. 9.523.579.868,00 

Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD 

dengan perincian sebagai berikut : 

No. Jenis Belanja  Anggaran   Realisasi   %  

1. Belanja Pegawai 7.161.697.071,00 6.885.525.645,00 96,14 

2. Belanja Barang dan Jasa  2.361.882.797,00 2.298.941.378,00 97,34 

J u m l a h 9.523.579.868,00 9.184.467.023,00 96,44 

Realisasi belanja operasi diatas  dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 6.885.525.645,00 dari target anggaran 

sebesar Rp. 7.161.697.071,00 atau 96,14 % dari target belanja operasi secara 

keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut: 

Kode 

Rekening 
Jenis Belanja* Anggaran Realisasi 

 

% 

 

5.1.01.01.0

1.0001 

Gaji Pokok PNS/Uang 

Representasi 

3.708.383.994,00 3.662.324.126,0

0 

 

5.1.01.01.0

2.0001 

Tunjangan keluarga 429.660.064,00 423.095.888,00  

5.1.01.01.0

3.0001 

Tunjangan jabatan 174.644.796,00 166.630.000,00  

5.1.01.01.0 Tunjangan fungsional 202.366.500,00 201.660.000,00  

No. Jenis Belanja Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 

5.1. Belanja Operasi 9.523.579.868,00 9.184.467.023,00 96,44 

5.2. Belanja Modal 53.900.000,00 53.900.000,00 100,00 

Jumlah 9.577.479.868,00 9.238.367.023,00 96,46 



 

4.0001 

5.1.01.01.0

5.0001 
Tunjangan fungsional umum 

87.722.250,00  84.320.000,00  

5.1.01.01.0

6.0001 
Tunjangan beras 

267.537.585,00 261.798.300,00  

5.1.01.01.0

7.0001 

Tunjangan PPh/Tunjangan 

khusus 

5.409.065,00 5.409.065,00  

5.1.01.01.0

8.0001 
Pembulatan gaji 

50.643,00 49.927,00  

 

5.1.01.02.0

1.0001 

Tambahan penghasilan 

berdasarkan prestasi kerja 

2.281.106.174,00 2.075.422.339,0

0 

 

5.1.01.03.0

7.0001 

Belanja Honorarium 

penanggungjawaban 

pengelola keuangan 

4.816.000,00 4.816.000,00  

Jumlah 
7.161.697.071,00 6.885.525.645,0

0 

 

 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 

2.361.882.797,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 2.298.941.378,00 atau 97.34 % 

yang terdiri dari: 

a) Belanja barang/jasa  selain barang yang akan diserahkan ke masyarakat 

dapat dirinci sebagai berikut: 

Kode 

Rekening 
Jenis Belanja* Anggaran Realisasi % 

5.1.02.01.0

1.0001 

Belanja Bahan-Bahan 

Bangunan dan Konstruksi 

27.475.817,00 27.475.817,00  

5.1.02.01.0

1.0004 

Belanja bahan-bahan bakar 

dan pelumas 

335.599.500,00 329.872.000,00  

5.1.02.01.0

1.00024 

Belanja Alat/Bahan untuk 

Kegiatan Kantor- Alat Tulis 

Kantor 

38.713.244,00       38.470.597,00  

5.1.02.01.0

1.00027 

Belanja Alat/Bahan untuk 

Kegiatan Kantor- Benda Pos 

4.100.000,00 3.800.000,00  

5.1.02.01.0

1.00029 

Belanja Alat/Bahan untuk 

Kegiatan Kantor- Bahan 

Komputer 

14.496.000,00 14.496.000,00  

5.1.02.01.0 Belanja Alat/Bahan untuk 5.405.131,00 5.405.131,00  



 

1.00030 Kegiatan Kantor- Perabot 

Kantor 

 

5.1.02.01.0

1.00031 

Belanja Alat/Bahan untuk 

Kegiatan Kantor- Alat Listrik 

1.138.760,00 1.138.760,00  

5.1.02.01.0

1.00036 

Belanja Alat/Bahan untuk 

Kegiatan Kantor- Alat/Bahan 

untuk Kegiatan Kantor 

Lainnya 

9.192.195,00 9.192.195,00  

5.1.02.01.0

1.00052 

Belanja Makanan dan 

Minuman Rapat 

435.090.000,00 419.270.000,00  

5.1.02.01.0

1.00064 

Belanja Pakaian Dinas 

Lapangan 

4.500.000,00 4.500.000,00  

5.1.02.02.0

1.0003 

Honorarium Narasumber 

atau Pembahas, 

Moderator,Pembawa Acara 

dan Panitia 

12.220.000,00 11.940.000,00  

5.1.02.02.0

1.0004 

Honorarium Tim Pelaksana 

Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan 

18.900.000,00 18.900.000,00  

5.1.02.02.0

1.0017 

Belanja Jasa Tenaga 

Ketenteraman, Ketertiban 

Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat 

1.117.800.000,00 1.105.150.000,00  

5.1.02.02.0

1.0028 

Belanja Jasa Tenaga 

Pelayanan Umum 

12.000.000,00 12.000.000,00  

5.1.02.02.0

1.0029 

Belanja Jasa Tenaga Ahli  2.800.000,00 2.800.000,00  

5.1.02.02.0

1.0031 

Belanja Jasa Tenaga 

Keamanan 

10.000.000,00 10.000.000,00  

5.1.02.02.0

1.0055 

Belanja Jasa Iklan/Reklame, 

Film, dan Pemotretan 

12.500.000,00 11.250.000,00  

5.1.02.02.0

1.0060 

Belanja tagihan air 8.820.200,00 5.572.959,00  



 

5.1.02.02.0

1.0061 

Belanja tagihan listrik 22.005.000,00 19.890.155,00  

5.1.02.02.0

1.0062 

Belanja Langganan 

Jurnal/Surat Kabar/Majalah 

3.360.000,00 3.360.000,00  

5.1.02.02.0

1.0063 

Belanja 

Kawat/Faksimili/Internet/TV 

Berlangganan 

17.785.000,00 9.060.432,00  

5.1.02.02.0

1.0067 

Belanja Pembayaran Pajak, 

Bea, dan Perizinan 

16.950.000,00 15.759.520,00  

5.1.02.02.0

2.0006 

Belanja Iuran Jaminan 

Kecelakaan Kerja Bagi Non 

ASN 

23.078.088,00 23.030.406,00  

5.1.02.02.0

2.0007 

Belanja Iuran Jaminan 

Kematian Bagi Non ASN 

29.193.912,00 29.133.594,00  

5.1.02.03.0

2.0036 

Belanja Pemeliharaan Alat 

Angkutan-Alat Angkutan 

Darat Bermotor-Kendaraan 

Bermotor Penumpang 

44.500.000,00   44.500.000,00  

5.1.02.03.0

2.0121 

Belanja Pemeliharaan Alat 

Kantor dan Rumah Tangga-

Alat Rumah Tangga-Alat 

Pendingin 

3.050.000,00 3.050.000,00  

5.1.02.03.0

2.0409 

Belanja Pemeliharaan 

Komputer-Peralatan 

Komputer-Peralatan 

Personal Computer 

3.650.000,00 3.650.000,00  

5.1.02.04.0

1.0001 

Belanja Perjalanan Dinas 

Biasa 

62.280.000,00 58.553.662,00  

5.1.02.04.0

1.0003 

Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Kota 

43.050.000,00 35.490.000,00  

Jumlah 2.361.882.797,00 2.298.941.378,00  

 

 

b) Belanja Modal 

Realisasi belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. realisasi 

belanja modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 53.900.000,00 atau 100,00 % dari 

anggaran sebesar Rp . 53.900.000,00 



 

No. Jenis Belanja* Anggaran Realisasi % 

 

1 Belanja Tanah     

2 Belanja Peralatan dan Mesin 
      

53.900.000,00    53.900.000,00 100,00 

3 Belanja Gedung dan Bangunan    

4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan    

5 Belanja Aset Tetap Lainnya    

J u m l a h 53.900.000,00 53.900.000,00 100,00 

 

Realisasi belanja modal tersebut  dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

No. Jenis Belanja* Anggaran Realisasi 

 

% 

 

1 

Belanja modal alat kantor 

lainnya 

4.900.000,00 4.900.000,00  

2 

Belanja modal Komputer Alat 

lainnya  

40.000.000,00 40.000.000,00  

3 

Belanja modal peralatan 

Komputer Lainnya 

9.000.000,00 9.000.000,00  

Jumlah 53.900.000,00 53.900.000,00 100,00 

 

3.1.4. ASET 

a) Aset Lancar 

Aset Lancar per 31 Desember 2022 terdiri dari: 

1) Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah  sebesar Rp 

0,00. 

 
2) Persediaan 

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk 

mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk 

dijual/diserahkan dalam rangka  pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per  31 

Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 778.638,- 



 

dan Rp. 0,- Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan stock opname yang 

dilaksanakan oleh pengurus barang SKPD, dengan rincian sebagai berikut: 

No Jenis Persediaan* 
Saldo 2022 

 (Rp.) 

Saldo 2021 

 (Rp.) 

1. Persediaan ATK, dll 778.638,00 0,00 

2. Persediaan Barang Kuasi   

3. Persediaan Alat Listrik   

4. Persediaan Obat-obatan   

5. Persediaan Bahan Medis   

6. Persediaan Alat Kesehatan   

7. Persediaan Bahan Baku Bangunan   

8. Persediaan Bahan Makanan    

9. Persediaan Alat Kebersihan   

10. Barang jasa yang akan dihibahkan   

Jumlah 778.638,00 0,00 

 

b) Aset Tetap 

Saldo Aset tetap per  31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing 

sebesar Rp 3.031.702.847,05 dan Rp. 2.977.802.847,05. Nilai Aset Tetap  merupakan 

jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang 

terdiri dari: 

 

No Uraian 
Saldo per  

31-12-2022(Rp) 

Saldo per  

31-12-2021(Rp) 

1. Tanah 0,00 0,00 

2. Peralatan dan Mesin 3.997.795.150,03 3.943.895.150,03 

3. Gedung dan Bangunan 2.649.513.710,00 2.649.513.710,00 

4. Jalan, Irigasi dan Jembatan 1.750.000,00 1.750.000,00 

5. Aset Tetap Lainnya 0 0 

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 

7. Akumulasi penyusutan (3.617.356.012,98) (3.617.356.012,98) 

Jumlah 3.031.702.847,05 2.977.802.847,05 



 

Jumlah aset tetap pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 53.900.000,00 dari 

keadaan tahun sebelumnya.  Kenaikan ini terjadi karena terdapat mutasi tambah aset 

tetap sebesar Rp. 53.900.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,00. 

Mutasi Aset Tetap pada Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel  berikut: 

 

Jenis Aset Saldo tahun 2021 
Mutasi 

Saldo Tahun 2022 
Tambah Kurang 

Tanah 0,00   0,00 

Peralatan dan Mesin 3.943.895.150,03 53.900.000,00  3.997.795.150,03 

Gedung & Bangunan 2.649.513.710,00   2.649.513.710,00 

Jalan, Irigasi dan 

Jembatan 
1.750.000,00   1.750.000,00 

Aset Tetap Lainnya 0        0 

Konstruksi  dalam 

Pengerjaan 
    

Akumulasi 

penyusutan 
(3.617.356.012,98)   (3.617.356.012,98) 

Jumlah  2.977.802.847,05 53.900.000,00  3.031.702.847,05 

 

Mutasi aset tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Tanah  

Nilai tanah  per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar  

Rp. 0,00 dan Rp 0,00 yang menunjukkan tidak terdapat mutasi tambah atau tidak 

memiliki aset berupa tanah dikarenakan tanah tempat bangunan Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah adalah Aset Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

2) Peralatan dan Mesin 

 

Jenis Aset Saldo tahun 2022 
Mutasi 

Saldo Tahun 2021 

Tambah Kurang 

Alat-alat Angkutan 2.957.863.900,00   2.957.863.900,00 

Alat Bengkel dan Alat Ukur 9.000.000,00   9.000.000,00 

Alat Kantor Dan Rumah 

Tangga 399.804.368,08 4.900.000,00  394.904.368,08 

Alat Studio, Komunikasi dan 

Pemancar 320.221.770,00   320.221.770,00 

Alat Kedokteran dan 

Kesehatan 7.500.000,00   7.500.000,00 



 

Alat Laboratorium 10.510.300,00   10.510.300,00 

Komputer 178.538.081,90 49.000.000,00  129.538.081,90 

Alat Keselamatan Kerja 41.378.500,00   41.378.500,00 

Peralatan Olahraga 56.225.000,00   56.225.000,00 

Jumlah 3.997.795.150,03 53.900.000,00  3.943.895.150,03 

 

 Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 masing-

masing sebesar  Rp. 3.943.895.150,03 dan Rp. 3.997.795.150,03,- yang menunjukkan 

terdapat peningkatan  sebesar Rp. 53.900.000,00. Perubahan nilai Peralatan dan Mesin  

ini terjadi karena  pada tahun anggaran 2022 terjadi belanja modal sebesar Rp. 

53.900.000,00  Yang terdiri dari: 

No. Jenis Belanja* 
Jumlah Belanja 

(Rp) 
Keterangan 

1 Belanja Modal Alat Kantor 
Lainnya 

4.900.000,00 - 14 Ultraviolet Detector 

2 Belanja Modal Komputer 40.000.000,00 - 4 PC All in one 
 

3 Belanja modal Peralatan 
Komputer Lainnya 

9.000.000,00 - 3 Unit Printer 

Jumlah 53.900.000,00  

 

3) Gedung dan Bangunan 

Jenis Aset Saldo tahun 2022 
Mutasi 

Saldo Tahun 2021 

Tambah Kurang 

Gedung 2.649.513.710,00   2.649.513.710,00 

Monumen / Situs     

 Jumlah 2.649.513.710,00   2.649.513.710,00 

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 masing-

masing sebesar  Rp. 2.649.513.710,00 dan Rp. 2.649.513.710,00 yang menunjukkan 

tidak terdapat Perubahan nilai gedung dan bangunan pada Anggaran Tahun 2022. 

4) Jalan, irigasi dan jaringan 

Jenis Aset Saldo tahun 2022 
Mutasi 

Saldo Tahun 2021 
Tambah Kurang 

Jalan, irigasi dan 

jaringan 1.750.000,00   1.750.000,0 

Monumen / Situs     

 Jumlah 1.750.000,00   1.750.000,0 

Nilai jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 

masing-masing sebesar  Rp. 1.750.000,00 dan Rp. 1.750.000,00 yang menunjukkan 

tidak terdapat mutasi tambah karena  pada tahun anggaran 2022 kondisi barang 

yang merupakan belanja modal masih dalam keadan baik. 



 

3.1.5.    KEWAJIBAN 

             Terdapat kewajiban utang jangka pendek sebesar Rp. 4.356.019,- yang terdiri dari 

Tagihan Air Desember 2022 Rp. 332.262,- Tagihan Listrik Desember 2022 Rp. 

2.253.857,- dan tagihan internet Desember 2022 Rp. 1.769.900,- yang dibayarkan 

pada Bulan Januari 2023. 

 

3.1.6. EKUITAS 

 Terdapat ekuitas awal sebesar Rp. 2.974.723.826,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PENJABARAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 

 

4.1.  Gambaran Umum 

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara 

ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata 

kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Diberikannya 

kewenangan pada Sat Pol PP untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

bukanlah tanpa alasan. Namun didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana 

dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 pada huruf c, yang menyebutkan: urusan wajib yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat. Demikian pula dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong 

Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan 

penyelenggaraan ketertiban umum serta katentraman masyarakat. 

Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Sat Pol PP, tidak dapat 

dipungkiri bahwa keberadaan Satpol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk di dalamnya penyelenggaraan 

perlindungan masyarakat (Linmas). 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan pembangunan dan dinamika kegiatan 

masyarakat, maka sesuai dengan tuntutan era globalisasi dalam otonomi daerah perlu 

terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, sebagai suatu 

kebutuhan yang mendasar bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan 

kemasyarakatan. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok 

Tengah sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu 

Bupati dalam bidang penyelenggaraan pemerintahaan umum khususnya dalam rangka 

menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati dan Kebijakan-kebijakan Bupati. 

Terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2.a Tahun 2012, pada tanggal 4 Juli 

Tahun 2012 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengisian jabatan-jabatan struktural pada 

tanggal  13 Maret Tahun 2013. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah berupaya seoptimal mungkin 

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 

26 Tahun 2013. Walaupun pada saat awal pelaksanaan tugas terkendala dengan masalah dana 



 

dan personil termasuk sarana dan prasarana yang sangat kurang memadai. Permasalahan dana 

telah diakomodir melalui dana APBD sehingga dengan dana tersebut dapat mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah. 

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka terjadi perubahan urusan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan dasar tersebut maka Pemerintah Kabupaten 

Lombok Tengah menetatapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti kembali dengan Peraturan Bupati Lombok 

Tengah Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 diubah 

dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. 

 

4.2.  Tugas Pokok dan Fungsi 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas: 

1. Menegakan Perda dan Perkada; 

2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan 

3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas 

Hulu mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 

3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait; 

4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan 

Perkada; dan 

5. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah mengacu kepada Intruksi Presiden 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan 

Kepala Lembaga Adminitrasi Negara Nomor: 234/LX/6/2003 tentang perbaikan pedoman 

pengajuan pelaporan Akuntanbilitas kinerja instansi Pemerintah sebagai unsur penyelengggara 

pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 



 

dalam hal keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggung jawaban secara periodik. 

 

4.3.  Struktur Organisasi 

 Di dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari: 

1. Kepala Satuan Pol PP 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional; 

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah 

a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; 

b. Seksi Pengaduan, Penyelidikan dan Penyidikan; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional; 

4. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat 

a. Seksi Penertiban dan Penindakan; 

b. Seksi Pengawalan dan Pengamanan; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional; 

5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kapasitas Aparatur 

a. Seksi Perlindungan Masyarakat; 

b. Seksi Kewaspadaan Dini; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional; 

Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah 2022 : 

 

           Status :  - Pegawai Negeri Sipil   :   75 Orang 

- Non Pegawai Negeri Sipil   : 362 Orang 

o PP 48    :   32 Orang 

o THL Sat. Pol. PP  : 282 Orang 

o Linmas    :   48 Orang 

 

Jumlah       : 437 Orang 

 

4.4. Visi Misi 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi.Pamong Praja Kabupaten 

Lombok Tengah merumuskan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rencana 

menyeluruh dan terpadu, berikut strategi Satuan Polisi.Pamong Praja Kabupaten Lombok 

Tengah tahun 2021-2026: 

 

Visi : Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju dan 

berbudaya (Bersatu Jaya) 

Misi : Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat 

 



 

1.  Tujuan 

- Menciptakan ketentraman, ketertiban, dan linmas 

2. Sasaran 

- Meningkatnya ketertiban masyarakat 

3. Strategi 

- Kerjasama Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan 

ketertiban umum 

- Percepatan penerapan kebijakan Reformasi Birokrasi 

4. Strategi 

- Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan 

trantibum 

- Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan 

- Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan patrol dan operasi 

berdasarkan penataan dan penguatan organisasi Satpol PP 

- Penyediaan pelayanan adminstrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta 

kelembagaan Pemerintah Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan  Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan  

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022. 

 

 

 Praya,       Januari 2023 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 

 

 

 

Drs. LALU RINJANI, M.Si 

Pembina Utama Muda (IVc) 

NIP. 19070317 198903 1 001 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 












